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Abstract: Crime or criminal act is a word that is familiar to the public. Crime is increasingly
common in society and its presence is very disturbing to society, because the losses it causes
are not only material losses, but also the loss of a person's soul or life. The provisions of Law
Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) have also mentioned several terms
that have the same essence as narcotics users themselves, including narcotics abusers, victims
of abusers, former narcotics abusers and patients. There are examples of cases of implementing
medical rehabilitation. and social issues regarding narcotics abuse in the jurisdiction of the
West Pasaman District Prosecutor's Office. Where the West Pasaman District Prosecutor's
Office stopped the prosecution or Restorative Justice of three narcotics case files with five
suspects to undergo rehabilitation because the suspects were narcotics addicts, not dealers.
The suspects are suspected of being users or addicts of class I narcotics, not methamphetamine,
violating Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law. The Problem Formulation is
(1) How is the termination of prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of
restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District
Prosecutor's Office) and (2) What are the obstacles in terminating the prosecution of narcotics
abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study
at the West Pasaman District Prosecutor's Office)?. The conclusions of this research are: (1)
The implementation of restorative justice in cases of narcotics abuse has been implemented at
the West Pasaman Prosecutor’s Office for 4 (four) suspects. The West Pasaman Prosecutor's
Office has implemented Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Resolution
of Handling of Narcotics Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as
an implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. (2) In its implementation, of
course the West Pasaman District Prosecutor's Office also experienced obstacles that affected
the implementation of restorative justice in cases of criminal acts of narcotics abuse.

Keyword: Abuse, Narcotics, Restorative Justice, Prosecution

Abstrak: Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga
masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat
meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang
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berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang. Ketentuan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan
tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu
sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, korban penyalahguna, mantan penyalahguna
narkotika dan pasien adanya contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap
penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau Restorative Justice terhadap
tiga berkas perakara narkotika dengan lima tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena para
tersangka merupakan pecandu narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut
disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu,
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Adapun Rumusan Masalah (1)
Bagaimanakah penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai
implementasi restorative justice pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri
Pasaman Barat) dan (2) Bagaimanakah kendala dalam penghentian penuntutan perkara
penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi restorative justice pada tahap penuntutan
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) ?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah :
(1) Pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sudah
diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan
Pasaman Barat telah mengimplementasian Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang
tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan
Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. (2) Dalam penerapanya,
tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi
pelaksaan restorative justice terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika
tersebut.

Kata Kunci: Pennyalahgunaan, Narkotika, Restorative Justice, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus yang kerap
terjadi di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika
dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Penindakan terhadap kejahatan narkotika di
Indoenesia menembus angka 15.455 kasus dalam semeseter pertama di tahun 2022. Bahkan
data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perakara narkotika menjadi kejahatan tertinggi
kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun, dampak kejahatan narkoba
lebih berbahaya.!

Terdapat contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap
penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau Restorative Justice terhadap
tiga berkas perakara narkotika dengan 4 (empat) tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena
para tersangka merupakan pecandu narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut
disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu,
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Reorientasi kebijakan penegakkan hukum ini dengan maksud melaksanakan tugas dan
wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga
rehabilitasi.? Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang

Ihttps://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, di akses tangga | 9
Januari 2024.

2 Kejaksaan, 2021, Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabiltasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan
Asas Dominus Litis, Jaksa. him.1
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Penyelesesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui
Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelakasaan Asas Dominus Litis
Jaksa. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan
penyelesaian pekara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap
penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika
melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan
keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan
dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless
crime.®

Dalam penghentian tiga berkas perakara narkotika di Kejaksaan Pasaman Barat, Jaksa
Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan
telah memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021
tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaann Narkotika Melalui
Rehabilitasi Dengan Pendektan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis
Jaksa. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang
timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.*

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman
bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi),
meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau
tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut
nyata ada dalam undang undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality
before the law. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada
korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,
perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum
yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak
sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan
keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering
digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para
pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku
kejahatan.®

Penerapan restorative justice pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui
program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa
negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. Restorative justice dapat didefenisikan
sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus
pada penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.®
Sehingga, restorative justice perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran suatu hubungan
sedangkan keadilan restributif melihat kejahatan sebagai pelang garan terhadap negara. Dalam
hal ini, penyelesaian restorative mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah
seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat
penegak hukum.’

% lbid

4 Hanafi Arief dkk, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,
Jurnal AI’Adl., Volume X Nomor 2, him. 1

5 Tajudin; Nella, , 2015, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai
Dasar Penghentian Penyidkan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, Vol. 2, No. 4, Jurnal
lImu Hukum, Universitas Padjajaran, him 147.

® ‘Yahya Sultoni, 2015, Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada
Ranah Hukum Pidana, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang, him. 121.

" 1bid, him.122.
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Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada
korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,
perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Penerbitan pedoman Restorative Justice perkara penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi
karena sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni
lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar
merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu over crowding telah menjadi perhatian
serius masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul penelitan “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan
Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”.

METODE

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian
hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupuan masyarakat.® Atau bisa disebut juga, yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan
maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data-data
yang dibutuhkan terkumpul, maka mengarah pada hasil akhir dari masalah yang pada akhirnya
mengarah pada pemecahan masalah.®

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis
empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan
umumnya bersifat kuantitatif. Pendekatan situasi atau fakta nyata untuk mengidentifikasi
masalah berdasarkan fakta yang diperoleh, pendekatan Yuridis Empiris dapat digunakan
sebagai bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda®.

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah
ditafsirkan.'* Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,
menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan
cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan
menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam
bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan
sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi
Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat)

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan
Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatanan
Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, pada Bab | huruf B
dijelaskan bahwa maksud dari lahirnya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi penuntut umum
dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui
rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atau rstorative justice. Selain itu pedoman

8 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him. 15.

® 1bid, him. 16.

10 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, him. 55.

11 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, him. 64.
12 Sperjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UlI Press, Jakarta, him. 32.
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tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana
penyalahgunaan nerkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif.*2

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat merupakan salah satu kejaksaan yang telah
menerapkan restorative justice terhadap perkara narkotika. Berdasarkan wawancara dengan
Bapak Vananda Putra, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan
Pasaman Barat, penerapan restorative justice terhadap perkara narkotika tersebut terhadap 4
orang tersangka atas nama, tersangka | Ricengra Saputra, tersangka Il Al Wadut Muhammad,
tersangka I11 Yanke Putra dan tersangka IV Afirman. Keempat tersangka tersebut disangkakan
melanggar, ke-satu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika atau ke-dua Pasal 112 Ayat (1), Juncto
Pasal 132 UU Narkotika. Atau ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Juncto Pasal 132 UU
Narkotika, Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.14

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan konsep
keadilan restoratif atau restorative justice di awali dengan penyidikan yang dilakukan oleh
pihak penyidik, setelah berkas dari penyidik dirasa lengkap (P 21), maka dilakukan penyerahan
berkas ke pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dilakukan dengan mempelajari dan meneliti
hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan
kelengkapan materi. Pada tahap ini penunut umum memastikan apakah perkara tersebut layak
untuk diselesaikan dengan prinsip restorative justice atau tidak.'® Pemastian kelengkapan
formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada :*6
1. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

2. Kualifikasi tersangka;

3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan

5. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Tahapan ini bisa juga disebut dengan profiling, yang merupakan suatu kegiatan
pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan identitas dan latar belakang tersangka
yang akan dilakukan restorative justice serta mencari alasan kuat suatu perkara tersebut dapat
diterapkan restorative justice.!” Tersangka yang diutamakan dalam penyelesaian perkara
melalui restorative justice adalah pengguna terkakhir dn tidak terlibat peredaran narkotika.
Kegiatan ini penting dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat
menganggu penegakkan hukum.*®

Selanjutnya tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu, yang berdasarkan hasil
kesimpulan dari tahapan profiling menunjukan bahwa perkara atas nama 4 (empat) tersangka
yang disebutkan tadi layak untuk diterapkan restorative justice. Penuntut Umum selanjutnya
mengajukan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Assesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi
seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek

13 Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, Bab | Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan
Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang, him.
2.

14 Wawancara tanggal 2 April 2024 dengan Vananda Putra, S.H.,M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Pasaman Barat.

15 1hid.

16 Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, Bab 111 Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan
Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang, him.
4-5.

17 oc.Cit, Wawancara dengan Vananda Putra.

18 1hid.
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sosial.® Tim asesmen BNNK akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada
intinya berisi kesimpulan status tersangka dalam jerat narkotika beserta rekomendasi tindak
lanjut sesuai dengan kondisi tersangka. Berdasarkan hasil asesmen terhadap 4 (empat) orang
tersangka penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan secara restorative justice oleh pihak
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tim medis menyimpulkan bahwa keempat tersangka tersebut
adalah penyalahguna narkotika jenis Shabu/ Methampetamine dengan Pola Pemakaian Regular
/ Habitual. Sedangkan tim hukum menyimpulkan bahwa tersangka dengan pada saat
pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap
Narkotika. Maka, berdasarkan hasil tersebut, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan
keempat tersangka dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap
selama 2 (tiga) bulan di RSK Prof. HB. Sa’anin Padang.?°

Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan
Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai
pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, maka penuntut umum selanjutnya membuat dan
mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri
yang selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap ekspose.?

Ekspose atau gelar perkara merupakan tahapan penting dalam pengajuan restorative
justice terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Nomor.
18 Tahun 2021, untuk dapat menerpkan restorative justice maka penuntut umum perlu
melakukan ekspose untuk membedah mengenai urgensi pelaksaanaan restorative justice
terhadap perkara pidana yang dimohonkan. Penuntut umum melakukan presentasi di hadapan
peserta ekspose secara keseluruhan meliputi identitas tersangka dan alasan dalam pengajuan
restorative justice terhadap perkara tersebut, yang merupakan hasill dari tahapan profiling yang
telah dilakukan oleh penuntut umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri
mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip
restorative justice dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Ekspose
perkara di Kejaksaan Pasaman Barat dilaksanakan secara tertutup yang menghasilkan
kesimpulan berupa persetujuan atas pelaksanaan restorative justice terhadap perkara yang
dimohonkan.?

Dengan disetujuinya pelaksanaan restorative justice terhadap perkara tersebut pada
tahapan ekspose oleh Kejaksaan Negeri, maka penuntut umum akan melanjutkan ke tahapab
pengajuan restorative justice ke Kejaksaan Tinggi. Penuntut umum akan membuat Laporan
Pengajuan Pelaksanaan Keadilaan Restoratif yang akan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan
tinggi, yang kemudian dianalisis untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan membrikan persetujuan
atas laporan dari penunut umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala
Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi.?

Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan restorative justice oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan
Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan
tersebut berisi persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak

 Wahyu, dkk., “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (2021) 9:2, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha,
him. 379.

20 | oc.Cit. Wawancara dengan Vananda Putra.

2 |bid.

22 |bid

23 Op.Cit. Tarisa Damayanti, HIm. 6
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Pidana Umum dan perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui
proses hukum beradasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restorative terhadap
perkara yang dimohonkan tersebut.?* Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan
Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan restorative justice untuk segera
melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil
asesmen medisn terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan para tersangka tersebut ke
tempat rehabilitasi, yaitu. Pengantaran Tersangka dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, RSJ Prof. HB
Sa’anin Padang dan pihak keluarga para tersangka. Pembebanan biaya administrasi dan biaya
rehabilitasi ditanggung seluruhnya oleh keluarga para tersangka.?

Apabila waktu rehabilitasi yang telah ditentukan telah selesai dijalani oleh tersangka,
maka tersangka diharuskan melapor kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan
penjemputan secara langsung oleh penuntut umum dan Staf Seksi Tindak Pidana Umum di
rumah sakit tempat tersangka menjalani rehabilitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak
keluarga. Penjemputan Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Penjemputan dan Surat
serah Terima yang berisi bahwasanya Tersangka bukan lagi tanggung jawab Penuntut Umum
melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Dalam waktu paling lama 3 hari,
Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan tersangka tidak dilakukan penuntutan dan
status barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila surat penghentian
penuntutan tersebut sudah dikeluarkan, maka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika
berdasarkan keadilan restoratif dinyatakan selesai.?®

Kendala Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai
Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan
Negeri Pasaman Barat)

Dalam penegakan hukum pasti akan selalu ada kendala dalam penerapannya, begitupun
dalam penerapan restorative justice terutama dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan
narkotika. Menurut Seorjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi
dalam upaya penegakan hukum, yaitu :2
1. Faktor Hukum

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang
tegas dan nyata.?® Hukum memiliki banyak prinsip yang dirancang untuk membuat hukum
bekerja secara positif. Artinya, agar hukum secara efektif mencapai tujuannya dalam
kehidupan masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang
berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan
yang damai di tengah masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh
pihak berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memkasa guna dapat mengatur
kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Hukum yang terdapat di masyarakat harusla
menjadi aturan yang dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya
dapat menjadi efektif.?°
2. Faktor Aparat Penegak Hukum

2 bid.

% |oc.Cit. Wawancara dengan Vananda Putra.

% Op.Cit. Tarisa Damayanti, him. 6

27 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 8.

2 Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him.

13.

2 Asshiddigie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali, Jakarta, him. 202.
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Faktor ini menjadi faktor penting dalam melakukan penegakkan hukum. Berhasil atau
tidaknya proses penyelesaian kasus tergantung pada orang yang menjalankannya. Aparat
penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan komitmen yang tinggi, rasa dedikasi
yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai, akan semakin menunjang
keberhasilan pelaksanaan tugasnya.*°

3. Faktor Sarana dan Prasarana
Penegakan hukum tentunya akan lebih efektif dilaksanakan dengan saran dan prasarana
yang mendukung dari pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya aparat
penegak hukum. Di sisi lain, minimnya saran dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
tugas, tentu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang
dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan transportasi, komunikasi, sedikit
keuntungan bagi pejabat dan lain-lain, tentu akan mempengaruhi pelaksanan tugas
penegakan hukum tersebut.3!

4. Faktor Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif
terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.?

5. Faktor Budaya
Budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi pelaksanaan menjaga jalannya penegaka
hukum, yaitu untuk mengatur agar masing-masing pihak dapat mengerti bagaimana
sebaiknya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya atas orang lain dengan berdasarkan
atas kebiasaan sebelumnya atau telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi.3
Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang materiil dan spritual. Untuk dapat
memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat membetuk suatu budaya, namun karena
kemampuan manusia yang terbatas maka kebudayaan masyarakat tersebut menjadi terbatas
pula sehingga terbatas pula pemenuhan kebutuhannya. Sehingga dari hal tersebut
kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia.3*

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam menerapkan penegakan hukum dengan prinsip
restorative jutsice pada 4 (empat) perkara penyalahgunaan narkotika ini tentu juga mengalami
kendala di setiap proses pelaksanaannya. Menurut Mega Nanda Beniv Fitiria,S.H, selaku
Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
dalam menerapkan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkotika diantaranya, regulasi
prosedur administrasi belum terbentuk. Prosedur administrasi restorative justice pada
penyalahgunaan narkotika masih menggunakan prosedur administrasi seperti penyelesaian
tindak perkara pidana umum lainnya. Pada penyalahgunaan narkotika tentu memiliki pembeda
dari tindak pidana umum, seperti tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu yang tidak
ditemukan di tindak pidana umum.3®

Kendala lain adalah, keterbatasan akses ke daerah terutama untuk pelaku yang tinggal
di daerah terpelosok serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional sulit untuk diberikan
penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, terutama
mengenai penerapan restorative justice. Sulitnya mendapatkan keterangan dari masyarakat
sekitar tempat tinggal pelaku guna mencari tahu apakah pelaku ikut terlibat dalam jaringan

30 Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar llmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 154.

31 Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, (2008) 8:3, Jurnal Dinamika Hukum, him. 200.

32 Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, him. 25- 28.

33 K.M. Masinambow, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia,

Jakarta, him. 1.

34 Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, him. 178.

3 Wawancara dengan Mega Nanda Beniv Fitiria,S.H, selaku Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kendala yang dihadapi Kejaksaan
Negeri Pasaman Barat, pada tanggal 02 April 2024
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pengedar narkoba atau tidak, tentu akan menghambat proses pelaksaan asesmen yang
merupakan tahapan dari pelaksaanan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika. Umumnya masyarakat sekitar keberatan memberikan keterangan
kepada pihak Kejaksaan, karena khawatir akan ikut terseret dalam perkara tersebut atau
menjadi saksi di hadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.3®

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan dari restorative justice terhadap pelaku tindak
pidana penyalahgunaan narkotika tadi, diharapkan adanya pembaharuan sistem baik dalam segi
administratif dan aktif memberikan sosialiasi hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat
yang berada di daerah pelosok Pasaman Barat,yang sulit untuk dijangkau oleh informasi.
Karena ketakutan masyarakat berhadapan dengan hukum menjadi faktor yang sangat
berpengaruh tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat

KESIMPULAN

Pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sudah
diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan
Pasaman Barat telah mengimplementasian Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang
tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan
Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pelaksanaannya dimulai
dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap Il, Profiling, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu,
Ekspose Pengajuan Restorative Justice, Pengajuan Restorative Justice ke Kejaksaan Tinggi,
Pelaporan Pengajuan Restorative Justice ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan
Pelaksanaan Restorative Justice, Eksekusi, dan Penjemputan.

Dalam penerapanya, tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami
kendala yang mempengaruhi pelaksaan restorative justice terhadap perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika tersebut. Diantaranya adalah sistem regulasi administrasi yang masi
sama dengan tindak pidana umum lainnya dan juga keterbatasan akses dan informasi
masyarakat di daerah pelosok mengenai pentingnya kesadaran hukum, sangat mempengaruhi
efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat,
khususnya terhadap penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.
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